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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati

ten tang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 175, Tambah an Lembaran Negara

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2022 ten tang Ibu Kota Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41,

Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3176);

6. Peraturan ...
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri

Sipil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun

2021 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LlNGKUNGANPEMERINTAHDAERAH.

BAB 1

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang

menjadi kewenangan Daerah.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas

dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai ...
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6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang

setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kutai Timur dan/ atau mereka yang bekerja (dipekerjakari/ diperbantukan)

pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,

yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN

adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN

sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan

beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi

kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya.

9. Kehadiran pada hari kerja adalah Kehadiran Pegawai ASN yang berada

secara fisik didalam ruangan atau lingkungan tempat kerja pada hari-hari

kerja dengan mengisi daftar hadir baik secara manual ataupun secara

elektronik sesuai ketentuan jam kerja.

BAB II

KRITERIATAMBAHANPENGHASILANPEGAWAI

Pasal2

(1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASNdi lingkungan Pemerintah Daerah

berdasarkan kelas jabatan.

(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diberikan kepada Pegawai

ASNyang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. mempunyai tugae/jabatarr/pekerjaan tertentu pada Perangkat

Daerah;

b. tidak sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;

c. tidak sedang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

d. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;

e. tidak ...
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e. tidak sedang diperbantukarr/rlipekerjakan secara penuh pada

instansi/lembaga Negara /Iembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;

dan

f. tidak sedang menjalani masa persiapan pensiun.

(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. PNS;

b. CPNS; dan

c. PPPK.

Pasal3

(1) Pegawai ASNyang telah menerima TPP ASNsebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, tidak dapat diberikan honorarium, kecuali honorarium untuk

kegiatan tertentu.

(2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

terdiri dari:

a. honorarium Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;

b. honorarium yang merupakan bagian dari pengelola kegiatan rneliputi:

1. panitia/ pejabat pengadaan barang/ jasa;

2. pejabat pelaksana teknis kegiatan;

3. panitia Zpejabat pemeriksa hasil pekerjaan;

4. pejabat pembuat komitmen;

S. staf pengelola kegiatan; dan

6. pejabat penatausahaan keuangan.

c. honorarium Unit Layanan Pengadaan;

d. honorarium Bendahara, meliputi:

1. bendahara pengeluaran /bendahara penerimaan;

2. bendahara pengeluaran pembantu Zbendahara penerimaan

pembantu; dan

3. pembantu bendahara pengeluararr/ pembantu bendahara

penerimaan ;

e. honorarium pengurus barang/pembantu pengurus barang;

f. honorarium Tim Penyusurr/Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;

g. honorarium Tim Penyusurr/Pembahas Rancangan Peraturan Bupati;

h. honorarium Tim Penyusun Koordinasi Surat Keputusan Bupati;

i. honorarium ...
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1. honorarium Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan

Sekretariat TAPD;

J. honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan

Jabatan dan Kepangkatan;

k. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;

1. honorarium Panitia Seleksi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja;

m. honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;

n. honorarium Tim Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan;

o. Tim Pengawas internal disiplin dan kode etik ASN;

p. honorarium /Insentif untuk Tim/Petugas dalam rangka penanganan

danl atau pengendalian Corona Virus Disease 2019;

q. honorarium Tim/Panitia Pengawasan yang ada pada Inspektorat

Daerah; dan

r. honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berada pada Satuan

Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

s. honorarium Tim Majelis Kode Etik;

t. honorarium Tirri/Panitia yang dibentuk berdasarkan Perintah

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

u. honorarium Tim IPanitia yang dibentuk berdasarkan kebijakan Kepala

Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal4

(1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja diberikan

kepada Pegawai ASNyang dibebani pekerjaan dan tanggung jawab untuk:

a. menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja

normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan kehadiran

pada hari kerja; dan

b. Pegawai ASN yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan

seluruh atau sebagian kekuasaan pengelola keuangan daerah oleh dan

atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan dengan PPK- Bupati SKPD.

(2) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja diberikan

kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai

mempunyai prestasi kerja aen] atau berhasil menemukan inovasi.

(3) Tambahan ...
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(3) Tambahan Penghasilan pegawai berdasarkan tempat tugas diberikan

kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti

akses jalan yang belum memadai dan Iatau tidak terjangkau akses

komunikasi yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.

(4) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan

kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada

lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(5) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi

diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki keah lian , keterampilan

khusus yang tidak dimiliki pegawai lainnya.

(6) Tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan objektif lainnya

diberikan kepada Pegawai ASNyang yang bertugas pada Perangkat Daerah

yang melaksanakan pemungutan pajak daerah/ retribusi daerah, diberikan

berupa insentif Pemungutan Pajak Daerah. Ketentuan mengenai

pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan

Bupati tersendiri.

BABIII

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) TPP ASN dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)masing-rnasing.

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

belanja operasi jenis belanja Pegawai.

BAB IV

BESARANDANKOMPONENTAMBAHANPENGHASILANPEGAWAI

Bagian Kesatu

Besaran Tambah an Penghasilan Pegawai

Pasal6

(1) Besaran TPP ASN ditetapkan berdasarkan basic yang dihitung sesuai

dengan:

a. kelas ...
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a. kelas jabatan;

b. indeks kapasitas fiskal daerah;

c. indeks kemahalan konstruksi;

d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah, terdiri dari:

1. variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh

persen), meliputi:

a) Opini Laporan Keuangan, dengan bobot sebesar 30% (tiga

puluh persen);

b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)dengan

bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen);

c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot sebesar

10% (sepuluh persen);

d) Indeks Inovasi Daerah dengan bobot sebesar 3% (tiga persen);

e) Prestasi Kerja Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 18%

(delapan belas persen);

f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot sebesar 2% (dua

persen); dan

g) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot

sebesar 2% (dua persen),

2. varia bel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan

bobot sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari:

a) Indeks Pembangunan Manusia, dengan bobot sebesar 6%

(enam persen];

b) Indeks Gini Rasio dengan bobot sebesar 4% (empat persen).

(2) Tata cara perhitungan besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud

pada ayat (1)untuk Pegawai ASNditetapkan dengan rumus sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Penetapan besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun

anggaran.

(2)Besaran ...
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(2) Besaran TPP ASN basic untuk CPNS ditetapkan sebesar 80% (delapan

puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Besaran TPPASNbasic untuk PPPKditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh

persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

a ditetapkan berdasarkan kelas jabatan masing-masing Pegawai ASN.

(2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas

jabatan yang sudah dilakukan validasi dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(3) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedudukan Pegawai ASN

disetarakan dengan kelas jabatan terendah.

(4) Khusus untuk pejabat dan pegawai Inspektorat, alokasi anggaran

tunjangan perbaikan penghasilan diberikan lebih besar dari perangkat

daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah.

Pasal9

TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 10

Jenis TPP ASNsebagairnana dimaksud dalam Pasal2 ayat (1)adalah TPP ASN

berdasarkan Beban Kerja.

Pasal 11

(1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 huruf a ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati irii, dari

besaran TPP ASNbasic sebagaimana dimaksud dalam Pasal6.

(2)TPP ...
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(2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan TPP ASNyang diberikan kepada Pegawai ASNyang melampaui

beban kerja normal atau batas waktu normal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1).

BABV

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMATAMBAHANPENGHASILAN

Pasal 12

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil baik struktural

maupun non struktural yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah.

BAB VI

BESARANTAMBAHANPENGHASILAN

Pasal 13

Besaran tarnbahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

tercantum dalam Lampiran ITyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERSYARATANPEMBERIANTAMBAHANPENGHASILAN

Pasal 14

(1) Pegawa:i Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan

berdasarkan beban kerja adaIah pegawai yang hadir untuk melaksanakan

tugas.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan melaksanakan

perjalanan dinas (dalam atau Iuar daerah) disertai/dibuktikan dengan

Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang dan Pegawai Negeri

Sipil yang tidak hadir dikarenakan izin sakit disertai surat keterangan

dokter dapat diberikan tarnbahan penghasilan.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan cuti melahirkan dan

cuti karen a sakit, dapat diberikan tarnbahan penghasilan sebesar 50%

(lima puluh perseratus) dari total hari efektif kerja selama satu bulan,

sepanjang disertai dengan surat keterangan dokter dan surat keterangan

cuti dari Badan Kepegawa:ian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai

Timur.

(4) Pegawai ...
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(4) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tarnbahan penghasilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai Negeri

Sipil pindahan dari daerah lain yang masa kerjanya kurang dari 2 (dua)

tahun di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

(5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan ketentuan apabila tidak hadir melaksanakan tugas dikurangi 3%

(tiga perseratus) setiap harinya dari besaran yang dirumuskan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (2).

(6) Pegawai ASN yang tidak menyarnpaikan LHKPN sesuai ketentuan

peraturan perundangan-undangan dikurangi 2% dari besaran TPP per

bulannya.

Pasal 15

(1) Tarnbah an penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan

berdasarkan jumlah hari kerja efektif satu bulan.

(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir selama 22 (dua puluh dual hari

kerja tanpa keterangan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak

diberikan tambahan penghasilan, terkecuali dikarenakan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 16

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah.

BABVIII

MEKANISMEPEMBAYARAN

Pasal17

(1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan.

(2) Rekapitulasi kehadiran pegawai dibuat oleh pejabat struktural yang

mempunyai kewenangan pada bagian kepegawaian masing-rnasing, serta

ditanda tangani dan disahkan oleh masing-masing Kepala SKPD.

(3)Apabila ...
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(3) Apabila terdapat Nama Jabatan sesuai dengan Kelas Jabatan yang belum

teranggarkan diakibatkan belum terpenuhinya Persediaan Pegawai, maka

Ketika Kebutuhan Pegawai terpenuhi atau terdapat pengisian nama

jabatan, tambahan penghasilan dapat dibayarkan sesuai ketentuan

perundang-undangan.

(4) Dalam hal pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana yang

dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak dapat dibayarkan dikarenakan tidak

tersedia pagu anggarannya, maka dapat dilakukan pengajuan anggaran

tambahan penghasilan pada saat Perubahan APBD atau APBD pada

Tahun Anggaran selanjutnya.

(5) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3

(tiga), dibayarkan sejak tersedianya persediaan pegawai yang sesuai

dengan kebutuhan pegawai. Dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal18

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas rekapitulasi

kehadiran pegawai serta daftar penerima tambahan penghasilan Pegawai

Negeri Sipil dalam lingkup kerjanya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal19

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dalam

batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran pada masing-masing SKPDjUnit Kerja berikut perubahannya.

BABX

KETENTUANPERALIHAN

Pasal20

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pemberian Tambahan

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan pembayarannya

mulai bulan Januari 2022.

(2) PNS ...



13

(2) PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian

paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN tambahan.

(3) Pemberian TPP ASN tarnbahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap

Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian diberikan tarnbahan

sebesar 200/0 (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang

dirangkapnya;

b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas atau Pelaksana

Harian menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah sebesar 20%

(dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan

definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan

c. pejabat satu tingkat di bawah yang merangkap sebagai Pelaksana

Tugas atau Pelaksana Harian hanya menerima TPP ASN yang

tertinggi.

(4) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

diperhitungkan berdasarkan tanggal berlakunya surat perintah

penunjukan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

(5) Pemberian TPP ASN tam bah an sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

dihentikan pada bulan berkenaan sejak:

a. dikeluarkannya surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas atau

Pelaksana Harian baru; atau

b. ditetapkannya keputusan pengangkatan pejabat definitif.

(6) Ketentuan Tambahan Penghasilan bagi tenaga pendidik dan

kependidikan akan diatur tersendiri sesuai dengan mekanisme

Peraturan Perundangan bidang pendidikan dalam Peraturan Bupati.

BABXI

KETENTUANPENUTUP

Pasal21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...





LAMPIRAN I

PERATURANBUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR TAHUN

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH DAERAH.

TATA CARA PERHITUNGANTAMBAHAN PENGHASlLAN PEGAWAI BASIC

Penghitungan TPP ASN basic ditetapkan berdasarkan rumus sebagai
berikut:

Besaran
Tarnbah an
Penghasilan

Besaran
Tunjangan

KineIja BPK per
kelas jabatan

Indeks
X Kapasitas X IKK X

Fiskal

Skor Kategori
Indcks

Penyelenggaraan
Pemenntahan

A. Besaran Tunjangan Kinerja BPK:

BESARAN TAMBAHAN
NO. KELAS JABATAN PENGHASILAN (Rp.)

I. 15 29.286.000,00

2. 14 22.295.000,00

3. 13 20.010.000,00

4. 12 16.000.000,00

5. 11 12.370.000,00

6. 10 10.760.000,00

7. 9 9.360.000,00

8. 8 7.523.000,00

9. 7 6.633.000,00

10. 6 5.764.000,00

II. 5 4.807.000,00

12. 4 2.849.000,00

13. 3 2.354.000,00

14. 2 1.947.000,00

15. 1 1.540.000,00



B. Indeks Kapasitas Fiskal:

Indeks kapasitas fiskal adalah kemarnpuan keuangan Daerah yang
dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaan sudah ditentukan dan
belanja tertentu. Bobot masing-masing kategori Indeks Kapasitas Fiskal
dalam penentuan besaran TPP PNS/CPNS adalah sebagai
berikut:

1. KelompokKapasitas Fiskal Sangat Tinggi
2. KelompokKapasitas Fiskal Tinggi
3. KelompokKapasitas Fiskal Sedang
4. KelompokKapasitas Fiskal Rendah
5. KelompokKapasitas Fiskal Sangat Rendah

C. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK):

Indeks kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat
kemahalan di Daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK Daerah
dengan IKKdimana Kantor BPKPusat di Jakarta Pusat berada.

: bobot 1;
: bobot 0,85;
: bobot 0,7;
: bobot 0,55;
: bobot 0.4.

D. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan:

Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan (SKIPD)
diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

I SKlPD - (Variabel Pengungkit) + (Variabel Hasil) I
Bobot untuk masing-masing Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. SKIPDdiatas 800
2. SKIPDdengan skor 701 - 800
3. SKIPDdengan skor 601 - 700
4. SKlPDdengan skor 501 - 600
5. SKlPDdibawah 501

: bobot 1;
: bobot 0,9;
: bobot 0,8;
: bobot 0,7;
: bobot 0,6.

a. Variabel Pengungkit:

Variabel Pengungkit dihitung dengan rumus:

Pengungkit SOLK +SLPPD+SKPPD+SIID+SPKPD +SRBPD+SIRBPD

Variabel

1. Opini Laporan Keuangan:

Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK)dihitung berdasarkan
rumusan:

EOLK - Bobot 30% X Nilai Opini Laporan Keuangan



Nilai Opini Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

a) WTPpada tahun terakhir : 1.000
b) WDPpada tahun terakhir 750
c) Tidak Wajar pada tahun terakhir 500
d) Tidak Memberikan Pendapat pada tahun 250

terakhir

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SLPPD)
dihitung berdasarkan rumus:

FLPPD = Bobot 25% X Nilai LPPD

NilaiLPPDditetapkan sebagai berikut:

a) LPPDSangat Tinggi
b) LPPDTinggi
c) LPPDSedang
d) LPPDRendah

: 1.000
750
500
250

3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah:
Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD)
dihitung berdasarkan rumus:

~KPPD = Bobot 10%X NilaiTingkat Kematangan

dikalikan nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah.
Nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah ditetapkan
sebagai berikut:

a) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi
b) Tingkat Kematangan Tinggi
c) Tingkat Kematangan Sedang
d) Tingkat Kematangan Rendah
e) Tingkat Kematangan Sangat Rendah

: 1.000
800
600
400
200

4. Indeks Inovasi Daerah :

Skor Indeks Inovasi Daerah (SlID) dihitung berdasarkan
rumus:

~IID = bobot 3% X Nilai Indeks Inovasi Daerah

Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a) Indeks Inovasi Daerah diatas 1000 : 1.000
b) Indeks Inovasi Daerah 501 - 1000 800
c) lndeks lnovasi Daerah 301 - 500 600
d) Indeks Inovasi Daerah 1 - 300 400
e) Indeks Inovasi Daerah kurang dari 1 200



5. Prestasi Kerja Perangkat Daerah:
Skor Prestasi Kerja Perangkat Daerah (SPKPD) dihitung
dengan rumus:

SPKPD = Bobot 18%X NilaiPrestasi Kerja Perangkat Daerah

Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 12 Tahun 2008
dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit
Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik
(A) : 1.000

b) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit
Kerja 0,9 -1 dengan prestasi kerja baik (B) 800

c) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit
Kerja 0,7 - 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C) 600

d) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit
Kerja 0,5 -0,69 dengan prestasi kerja sedang (D) 400

e) Rata-rata besaran efektivitasi dan efisiensi Unit
Kerja kurang dari 0,5 dengan prestasi kerja
kurang (E) 200

6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas:
Skor rasio belanja Perjalanan Dinas (SRBPD)dihitung dengan
rumus:

SRBPD = Bobot 2% X NilaiRasio Perjalanan Dinas

Nilai Rasio belanja perjalanan dinas dihitungberdasarkan
perscntase belanja peIjalanan dinas terhadap APBDdi luar Belanja
dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Besaran belanja dibawah atau sarna dengan 2%
b) Besaran belanja 2,01% - 4%
c) Besaran belanja 4,01% - 6%
d) Besaran belanja 6,01% - 8%
e) Besaran belanja diatas 8%

: 1.000
:800
:600
:400
:200

7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah:
Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SRBPD)
dihitung dengan rumus:

SRBPD= Bobot2%X NilaiReformasiBirokrasi Pemerintah Daerah

Nilai lndeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dihitung
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
ketentuan sebagai berikut:



a) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
diatas 80 : 1.000

b) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
71-80 800

c) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
61-70 600

d) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
51-60 400

e) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
di bawah 50 200

b. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Variabel Hasil dihitung dengan rumus:

I Variabel Hasil = SIPM + SIGR I

1. Indeks Pembangunan Manusia:
Skor Indeks Pembangunan Manusia(SIPM) dihirung dengan
rumus:

ISIPM = Bobot 6% X Nilai IPM

Nilai IPM didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik
dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80
b) Besaran IPM 70-79
c) Besaran IPM 60-69
d) Besaran IPM di bawah 60

1.000
750
500
250

2. Indeks Gini Ratio:

Skor Indeks Giri Rasio (SIGR) dihitung dengan rumus:

ISIGR Bobot 4% X Nilai lOR





a~
<0COz
~~

z
< et

,...:)0 ~
C]

......Z z
OO::s C=) et

0:

~
~ w

~
....o- w

zO :lI::
CO

g:~ Ci!
CO

0:::
~~ ;~

~ CO so
E-< ~g < 0 0 0 0

~
§ :::> :::> :::> :::>

oo V') V') V') V')

Ci! a: a: a: ex:
~

~O:::~
CO

,
~ a .;: .;: .;: .;:

~

~ a: Q. Q. Q. Q.

~~ ~
~ ~ ~ ~

~ Q.. 0 0 0 0
0 ::.::: ::.::: ::.::: ::.:::

o:z~~~ w .... .... .... .... ....0 et 1'0 1'0 1'0 1'0 1'0

~~::E-=:Cl Ci! 0 .;: .;: .;: .~ .;:

S 1'0 1'0 1'0 1'0 1'0

=~,,[tec~ z ... ... ... ... ...
Q) Q) Q) Q) Q)

...:l s: s: s: ~ ~ .... .... .... .r:.- C] 1'0 1'0 1'0 ..:.:. ..:.:. ..:.:. ..:.:. ..:.:. 1'0

~ 0;(£
0.. .... .... .... Q) Q) Q) Q) Q) ....z Q) Q) (1) V') V') V') V') V') Q).....

et 1'0 1'0 1'0 1'0o: 0: 0 0 0 c' c' c' c' c' a
5:~~~~~ ~ w ... ... ... .... 1'0 1'0 1'0 1'0 1'0 ...

~ 1'0 1'0 1'0 1'0 -0 -0 1'0 -0 1'0 -0 1'0 -0 1'0 1'0
~ .... 1'0 1'0 1'0 1'0 1'0

~ :SZO:S
.;: 0 -;: .;: QO QO QO QO ·'c

~

1'0 ... 1'0 ro co co QO co QO co QO co QO 1'0
Cil 0 C:HlJ W ... ..:.:. ... ... vi vi C III' C vi C vi c ...

QJ Q) QJ QJ ~ ~ ~ ~ QJ,...:)o..ZE-<o..o.. .... Q. .... .... ro 1'0 ro 1'0 1'0 ....

~

..:.:. III ..:.:. ..:.:. C c-O c-O c-O c-O ..:.:.
QJ C QJ QJ 0 .- ~ .- ~ .- ~ .- ~ Q)

V') - V') V'l 0::.::: 0::.::: 0::.::: 0::.::: V')

;( z
~

et
~ ~

0 0: W "#. "#. "#. "#. "#. "#. ~ ~ ~ ~et:ll::(l-J II)z N 11'1 'o:t 0 0 0 0 0 0 Mc, N 0 0 0 0 0 0 0 0 Metet M M M M .... M M M M M

~
°ceO:w
~ce

CO

~
,...:)

0
1'0- Cto ex: 1'0

-=: Q.. III

a ..:.:.
::I: .;: QO .!!!
0 III Q. C QJ.;: .... 1'0 Q..Z 1'0 0... ::.::: -0 cCil QJ co 1'0
0..

,_ III .....:.:. .;: .D 1'0

~

Q) 1'0 ~ .D
Z

V') .... V'l 1'0- QJ ~et m ,_ 1'0 rom~
..:.:.

1'0c Q)
1'0 V') 0. III C1'0co ce -0 vi

Q) ...... 1'0
et ~ c-O

~
- c' 1'0

!!! 1'0 C C 1'0 co
-0 0 1'0 -0 III

Z 1'0 QO ·So 001'0
W co III C 1'0 c-- .;: 1'0 co 1'0 C- s: .!!! 1'0 -0 .... 1'0

1'0 1'0 ... iii .D 1'0 -0et .... Q. Q) ~ cos Q) .... co
1'0

QJ ..:.:. .!!! V') c c
et a ::.::: Q) ctI .!!! ro ctI

V') 0. - 1'0 ....Z s: III N ' Q)
ctI 1'0 1'0 ctI ctI

ro .J:: -;: ~::.::: 0. c c -0 co,_ ctI ctI .. vi QJ 0 ctI
ctI 1'0.... ::.::: .;;; IIIQJ Q) ... 1'0 ctI -0 C ..:.:. 00-

1'0 ctI
Q) 0. C 1'0 ctI QO ctI C 0

0 a .... 25 co ·co III C QJ-..:.:. ~ .:.: ~ a; Q.. OJ
III .... QJ co

ctI
III ro (1) u. Q.. QO.~ ~ V') - .~ co V') QOc

1'0 ... C z 1'0 1'0 C C ro Q)... ..:.:. 0. ... .!!! 1'0 1'0 ro ..Q Q..QJ Q) OJ <t: OJ .... ........ QJ 1'0 1'0 1'Ou..... 0. .!!! ..... ::.::: ,_
0. 0. ro ro ::.:::~..:.:. III ro ..:.:. ..Q .D

Q) C III ... QJ Q) QJ ro 1'0 --V') - et V') .... V') ::.::: ::.::: ...... ...... M N

0 M N m 'o:t 11'1 \0 r-, 00 0'1 0
Z M



oz

c
I;)
"0
o
:;)
V')

ex:
c'
I;)....
I;)

,J:;
QJ VI
VI I;)

QJ E
::.:: VI

~~c VI

Ci~

'-s~oo
..........

....
ro
a.
I;)
"0
c
ro....
I;)

E
ro
u
QJ
::.:: ....

I;)
a.
E
QJ....

I;)
"0
I;)
a.

c
I;)
"0
o
:;)
V')

ex:
c'
~
I;)

,J:;
QJ VI
VI I;)

QJ E
::.:: VI
VI QJro~c VI

Ci~

-ro
E
I;).....
:;)

,~

I;)

VIQJ
a.

V')

.c
:::l

V')-VI

,!:!!
VI
QJ
a.

V')

'-
QJ....~oo

N.....

....
I;)
a.
I;)
"0
C
ro.....
ro
E
I;)
U
QJ::.:: .....

I;)
a.
E
QJ....

I;)
"0
I;)
a.
VI
I;) C

~~~.... 1;)::.::
'- VI -
QJ QJ C

.c.cl;) ~
'-
I;)
VI
I;)
"0
'-
QJ

.c

tlI) ,J:;c I;)
ro.c
,~ EOJ)ro
CO .~
CO "0

VI
I;)OJ)
:::l
t
QJ

.c

c
I;)
"0
o
:;)
V')

ex:
c'
ro....
I;)

,J:;
QJ VI
VI ro
QJ E

::.::VI
VI QJ
ro~c VI

Ci~

'#.o
V').....

-I;)
>
"0
ro
~
V'I

ro
'iii
QJ
a.

V')

.c
:::l

V')-V'I

I;)

'iii
QJ
a.

V')

'-QJ.....~oo

m.....

.....
roa.
ro
"0
c
I;)....
I;)

E
rou
QJ::.:: .....

I;)
a.
E
QJ...

ro
"0
I;)
a.

til) ,J:;
c ro
ro.c
,~ E
Il.Oro
C'O :~
CO "0

VI
I;)
Il.O
:::l
t
QJ

.c

c
ro
"0
o
:;)
V')
ex:
c'
I;)....
I;)

,J:;
QJ VI
VI ro
QJ E

::.:: VI
VI QJ
I;)~
C V'I

Ci~

'*oo
N

,~

I;)

'iii
QJ
a.

V')

.c
:::l

V')-~
I;)

ViQJ
a.

V')

'-
QJ....~oo

c
ro
"0
o
:;)
V')

ex:
c'
I;)...ro

,J:;
QJ VI
VI ro
QJ E

::.:: VI
V'I QJ
ro~c VI

Ci~

'#.o.....
N

-I;)
E
I;)

t
QJ
a..-
I;)

'iiiQJ
a.

V')

.c
:::l

V')-VI

I;)

V'I
QJ
a.

V')....QJ.....~oo

V').....

c
I;)
"0
o
:;)
V')

ex:
c'
ro....
I;)

,J:;
QJ V'I
V'I I;)
QJ E

::.:: VI
V'I QJ
ro~
c ~
00..

'#.
If)
o.....

1.0.....

.....
I;)
a.
I;)
"0

Il.O,J:;
C I;)
ro.c
>E
Ilo~ro ,_
.c "0

ro
VI ,'B
ro c QJ
C I;) V')

Ci .....cro I;)

E,J:;
ro rou ...QJ C::.:: ';::

, QJ
ro E
"0 QJ

~o..
a.c
ro ro
CO '00, ro
~co
~ 0..'
roo..
-go
.c a.
QJ ro

::.::V')

C'
C ro
I;)~

"0:2
0"0
:;) C
V') QJex: a..

, V'I
C ro
ro C
~C5
,J:; ~
~ ro
QJ E

::.:: VI
VI QJro~
C ~
00..

-m

....
I;)
a.
ro
"0
C VI
ro ro.... Il.O
ro :::l

~t
u QJ
QJ.c

~ro
"0 a.
ro E
a.QJ.....

OJ) ,J:;
C I;)
ro.c
,~ E
Il.Oro
ro :~

.c "0

C
ro
E
ro
I-
:::l

E
ro
'-a..

-;J~
I;)

.c
:::l

E
I;)
'-a..
c'
ro

,J:;
VI....
QJ
.c
QJ

::.::
:::l

E
I;)
'-c,

co.....



z
ct
~co
ct.....
!!!zw.....-cts
ct
Z

oz

C
1'0 C

"C 1'0

o:~
::::J ::::J

"C .:,,!

::c ~
C:.:::i
I'O.:,,!
001'0
C C.
~ E
001'0
C 0

:.:::i ._
VI 1'0
I'O"C
:;: c
1'0 OJ
00 00
c c
OJ OJ

0. 0.
u. u...........
~N

C.
::::J

:s:!
::c
c
1'0
00
C
::::J

.:,,!

00c
:.:::i
VI
1'0
C

CS

1'0
"C-OJ
Vl

E
::::J

.:,,!
::::J
::c
c
1'0
'ilo
1'0

CO-'1'0....o-.:,,!OJ
C.
VI
C

o
r-.J

-OJ
'"-c
C
1'0

-0
C
1'0
00
C
1'0
::::J
OJ:..:::
1'0
(5
~
00
c
OJ

0..J:
C 1'0
1'0 ....

"C OJ
1'0 1'0
coO

1'0 VI

iO 1'0c.c
OJct
:":::u.- .....q--
00"""c '
I'Oct

"C~
coO

Vl

.-4
r-.J

1'0
'n;-....
0.
00
Co
E
1'0

0.

:!!i
(5
0.
C
1'0
::::J...
1'0
Vl

"*r-.Jo
.-4

C
1'0
"C

m
r-.J

C
1'0

"C
C
1'0
"-
1'0

.:,,!

1'0
..c
OJ:..:::
E
1'0 C

"C 1'0
1'0 ...
E 1'0
OJ E
o.~
VI OJ
1'0 >-
C C

o~

"*r-.Jo
.-4

1'0
00

C ::::J
I'O~

"C cO
E ~
::::J.J:
E~

:::> C
00 OJ
1'0 CO
..c
.0
::::J
VI
1'0:..:::
'ilo
1'0
..c

C
1'0
00
C
::::J
.0
::::J

.J:....
OJ

0.
VI
1'0
C

CS

"*r-.Jo
.-4

1'0_
(01.0
C.c
OJ 1'0
:":::-0

1.1)
r-.J

r-.J
r-.J



Zet
~C2a:w
et::.:
~z
oeta:cn
WW
cnln

Z
et
~
Z

~
W
I-
W::.:

Z
et
~
In
et....
!:!2
Z
W....-et
~
et
Z

ro
ro
e.. ro
aJ c:

::.: ro
- VIq-~

, ro
~Q)
roa..
~ .....
iXi~
to .~

- aJ
[a..
aJ -::,.::1.0_ c:
M ro
,\J

VI01:: _
ro ro..... c:
~ ,2

~ VI

aJ ~
V') ::::l
N'u.
, .....o ro

!Xl..o
a.. ,~
!Xl aJ
ro c,

-rou:;-
e.. ,
aJ-
::,.::~
- aJ.-iV')

VI VI
ro ro
Ill) Ill)
::::l ::::l..... .....,_ .....
aJ aJ
.D ..0

c:
ro.....
ro
E
ro
u
aJ

:::..::

.....
ro
E
J

s:
ro.....
::::l

...J

s:
ro
>-

c: ro
~ '3
"iii EE ro
ro rou~
..... ~o ro..... ,_
c: aJ
ro ro

:::..::0

tlO
c:
aJ
..0
Eo:::..::

s:
ro
>-ro

~ '3~
"iii EE ro
ro rou~.... ~o ro..... .....
c: aJ
ro ro

:::..::0

o
Z

1.0
N

00
N

0'1
N

o
M

N
M

M
M

LI'I
M



z
~
al
<t....
~z
w....-<t
~
<t
Z

oz

(1)
c:
,Q
<II
tlI)

'iii c:
.:..:. ::3

ClJLL.
In c:
~.!:l

(1) (1)
Cl..o
ClJ (1)::..:: -.

, rO
I- c:
Q.. (1)
::::> <II

(1)~

~Qj
ClJ Q..

::..::c:
, (1).... ....

(1) (1)

ED
(1) (1)
u-'
<II C'-= ,!!:!
(1) 0.0

.... (1)

~al
':":'.0

ClJ ::3
In In
....' (1)
(1) -

E ~
(1) ClJu::..::

....
(1) c:

.:..:. (1)
0.0 ....
c: (1)

~ E
ClJ (1)

Q.. ~
0::..::
b:
::::>

(1)
c:o
'iii
0.0

<II c:
.:..:. ::3

ClJLL.
In c:
(1).!:l
(1) (1)
Cl. .0
ClJ (1)::..:: -.

, (1)'
I- c:
Q.. (1)
::::> <II
(1)':":'_ (1)

~Qj
ClJQ..

::..::c:
, (1).... ....

(1) (1)

E.o
(1) (1)
u-'
<II c:''-= (1)
(1) 'Q'o

.... (1)

~al
':":'.0

ClJ ::3
In In
....' (1)
ro (1)

E Cl.
(1) ClJu::..::

....
(1) c:

.:..:. (1)
0.0 ....
c: ro
~ E
ClJ (1)

Q.. ~
0::..::
b:
::::>

co
m

(1)
c:o
'iii
0.0

<II c:
.:..:. ::3

ClJLL.
In c:
(1) .!:l
ro ro
Cl. .0
ClJ (1)::..:: -.
1-' rO
Q.. c:
::::> ~
(1)':":'_ (1)

~Qj
ClJQ..
::..::c

, (1).... ....
(1) (1)

E~a2
,~ (1)
(1) 'Q'o
.... (1)

~co
':":'.0

ClJ ::3
VI In
....' (1)
(1)-

E ~
(1) ClJu::..::

o
<::t

ro
c:o
'iii
tIO

<II c:
.:..:. ::3

ClJLL.
In c:
ro .!:l
ro ro
Cl. .0
ClJ ro::..:: -.

, rO
I- c:
Q.. ro
::::> <II
(1)':":'_ (1)

~Qj
ClJQ..

::..::c:
, (1).... ....

(1) ro
ED
(1) (1)
U-'
<II C--= ,!!:!
(1) 0.0

.... ro
~co
':":'.0

ClJ ::3
VI VI
... ro
ro -
E ~
(1) ClJu::..::

(1)
.:..:.
0.0c:
ClJ
co

....
ro
E...!!!
(1) (1)u"O

0.0
c:

..2
(1)
uc
<t

(1)
c:o
<II

, 0.0
'iii c:
.:..:. ::3

ClJLL.
VI c:
~.!:l

(1) (1)
Cl..o
ClJ ro::..:: -.

, ro'
I- c:
Q.. (1)
::::> <II

~~
~Qj
ClJ Q..
::..::c:

, (1).... ....
(1) (1)

ED
ro (1)
U.....,

'"C'-= (1)(1) 'Q'o
.... (1)

~co
':":'.0

ClJ ::3
VI VI
... (1)
ro -
E ~
(1) ClJ

U::..::

....
ro
E...!!!
ro (1)u"O

ro
c:o
~

'" c:.:..:. ::3
ClJLL.
In c:
ro .!:l
ro (1)
Cl..o
ClJ (1)::..:: -.

, (1)'

b: c:
::::> ~
ro':":'_ ro

~Qj
ClJQ..
::..::c:

, ro........
ro roED
ro ro
U-'
<II c:'
'-= ,!!:!ro 0.0.... ro
~co

':":'.0
ClJ ::3
In VI

"'roro-
E ~
ro OJ

U::..::

ro
c:o
<II
tlI)

'iii c:
.:..:. ::3

ClJ LL.
In c
~.!:l
ro ro
Cl. .0
ClJ ro::..:: -.

, rO
I- c:
Q.. ro::::> <II
ro':":'_ ro

~Qj
ClJQ..
::..::c:

, ro.... ....
(1) roED
ro ro
U-'
<II C'-= roro 'Q'o
.... ro
~co

':":'.0
ClJ ::3
VI In
"'roro -
E ~
ro ClJ
U::..::

(1)
c:o
<II
0.0

'iii c:
.:..:. ::3

ClJLL.
In c:
~.!:l
ro ro
Cl..o
ClJ ro::..:: -.

, rO
I- c
Q.. ro
::::> <II

ro~
~Qj
ClJ Q..

::..::c:
, ro.... ....

(1) (1)

E.o
(1)~

U C
.~ co
(1) 'Q'o

.... (1)

~co
':":'.0

ClJ ::3
In VI
... (1)
(1) (1)

E Cl.
ro ClJ

U::..::

(1)
c:
,Q
'"0.0

'" c:.:..:. ::3
ClJLL.
VI c:
~.!:l
ro (1)
Cl. .0
ClJ (1)::..:: -.
1-' (1)'
Q.. c:
::::> ~
...!!!~
~Qj
ClJQ..
::..::c:

, ro.... ....
(1) roED
(1) (1)
U-'
<II c:'
0i: co
ro 'Q'o
.... (1)

~CO
':":'.0

ClJ ::3
VI In
... (1)
(1) -

E [
(1) ClJu::..::




	8.pdf
	2022Pbkutaitimur008.pdf

